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ABSTRACT 

This study aims to examine the effect implementation of influnce of budgeting 
participation, clarity of budget goals and public accountability, decentralization structure and 
public accountability on the manajerial performance at the OPD Bantul. The sample used 
was 78 respondent with purposive sampling method. The analysis technique used in this 
research was multiple linear regression analysis. These result conclude that simultaneously 
budgeting participation, clarity of budget goals and public accountability and 
decentralization structure have a effect on manajerial performance, partially the budgeting 
participation, clarity of budget goals and decentralization structure has a effect on 
manajerial performance. In contrast, public accountability do not affect the manajerial 
performance. 
Keywords: budgeting participation, clarity of budget goals, decentralization structure, public 
accountability, manajerial performance. 

ABSTRAK 

Riset ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh partisipasi dalam penyusunan 
anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi serta akuntabilitas publik 
pada kinerja manajerial OPD Bantul. Jumlah sampel yang digunakan dalam riset ini 78 
responden dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan pada riset ini yakni analisis regresi linear berganda. Hasil riset menunjukkan 
bahwasanya secara simultan variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan 
sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan akuntabilitas publik berpengaruh pada kinerja 
manajerial, secara parsial partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 
anggaran serta struktur desentralisasi berpengaruh pada kinerja manajerial. Hasil 
sebaliknya menunjukkan bahwasanya akuntablitas publik tidak berpengaruh pada kinerja 
manajerial. 
Kata kunci: partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur 
desentralisasi dan akuntabilitas publik, kinerja manajerial. 
 
PENDAHULUAN 

Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) saat ini telah sukses mencuri 
minat masyarakat, terutama semenjak 
munculnya kondisi yang demokratis 
pada pemerintahan. Masyarakat saat ini 
tengah mempersoalkan nilai yang 
mereka terima terkait pelayanan oleh 
institusi  PEMDA (Helmiyah & 
Murhaban, 2016). Adanya tuntutan 
masyarakat pada kualitas, 
profesionalisme dan akuntabilitas publik 
yang lebih baik untuk melaksanakan 
seluruh kegiatan operasionalnya dan 
menjamin dilaksanakannya 

pertanggungjawaban publik terhadap 
institusi sektor publik, oleh sebab itu 
diperlukannya pengendalian terhadap 
institusi sektor publik. Untuk dapat 
menghasilkan suatu laporan yang 
dapat diandalakan, maka diperlukan 
pengendalian yang terstruktur. 
Pencapaian prestasi kerja PEMDA 
didalam mengemban tanggung 
jawabnya mampu ditinjau berdasarkan 
pelaporan keuangan yang telah 
disediakan oleh PEMDA yang mampu 
menggambarkan sebagai asas 
pertanggungjawabannya pada 
masyarakat (Laksana & Handayani, 
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2014). 
Kinerja manajerial Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yakni suatu 
kunci kesuksesan OPD saat 
mengemban kewajibannya diPEMDA, 
apabila prestasi kerja suatu OPD 
terstruktur, maka akan berdampak pada 
tata kelola pemerintah yang baik. 
Penilaian terhadap prestasi kerja 
manajerial OPD menjadi hal yang 
sangat penting karena penilaian kinerja 
manajerial akan membantu 
mengoptimalkan organisasi sektor 
publik pada pertimbangan suatu 
keputusan serta penyusunan platform 
untuk menggapai sasaran atau target 
suatu institusi public sector 
(Amertadewi & Dwirandra, 2013). 

Partisipatif pada pembentukan 
suatu anggaran adalah komponen yang 
mampu memajukan prestasi kerja suatu 
organisai. Keikut sertaan bawahan pada 
pembentukan suatu anggaran untuk 
peningkatkan performa pemerintah 
dapat memberikan peluang kepada 
bawahan untuk ikut andil dalam 
prosedur pembentukan anggaran. 
Berdasarkan hal ini dalam memperoleh 
pencapaian yang telah disepakati 
bersama-sama, penerapannya pun juga 
harus jelas dan bersungguh-sungguh 
(Anwar & Sumiati, 2014). 

Berdasarkan riset (Badu, 
Awaluddin, & Mas’ud, 2019; Rahmayati 
& Jamil, 2019) mendapatkan hasil 
bahwasanya partisipatif pada 
pembentukan anggaran berpengaruh 
ke arah positif pada prestasi kerja 
aparatur negara. Namun tidak sejalan 
oleh riset yang dilakukan (Syahputra, 
2014) menyatakan tidak menunjukkan 
pengaruh kearah yang positif variabel  
partisipasi anggaran pada kinerja 
manajerial. 

Berhasil atau tidaknya tingkatan 
suatu kinerja manajerial suatu OPD 
diperlukan adanya kejelasan dalam 
sasaran anggaran. Pengertian 
kejelasan sasaran adalah sejauhmana 
sasaran suatu anggaran ditentukan 
dengan tepat serta terarah dengan 
pencapaian anggaran yang diyakini 
mampu dipahami oleh para pegawai 
yang dapat bertanggungjawab terkait 
dengan target sasaran anggaran 
tersebut. Kejelasan sasaran anggaran 
dalam organisasi sektor publik 

memudahkan pemerintah merancang  
beberapa rencana terkait dengan 
kegiatan yang bertujuan akan diraih 
PEMDA (Kenis, 1979). 

Riset yang dilakukan oleh 
(Efrizar, 2017; Wiprastini, Sinarwati, & 
Herawati, 2014) menemukan terdapat 
arah positif sasaran anggaran yang 
jelas pada kinerja manajerial. Namun 
hasil tersebut berbeda oleh riset 
(Ufairah, Tan, & Zamzani, 2016) 
mengemukakan bahwasanya kejelasan 
sasaran anggaran tidak melihat adanya 
pengaruh positif pada kinerja 
manajerial. 

Struktur desentralisasi juga 
merupakan komponen yang 
berpengaruh pada kinerja manajerial. 
Definisi desentralisasi berdasarkan 
pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 32 
Tahun 2004 terkait PEMDA dapat 
dinyatakan yakni pemberian otoritas 
pemerintahan untuk pemerintah pada 
daerah mandiri untuk mengendalikan 
serta menghandle segala urusan-
urusan pemerintahan berdasarkan asas 
NKRI. Pada struktur sentralisasi yang 
main besar,  sebagian keputusan 
dicetuskan kepada tingkat hierarki suatu 
organisasi yang tinggi, serta apabila 
sebagian wewenang melimpahan 
otorisasi kepada tingkat lebih yang lebih 
kecil pada suatu organisasi, bahwa 
organisasi tersebut lebih desentralisasi 
(Hidayat, 2015).  

Riset terdahulu atas variabel 
struktur desentralisasi dilakukan oleh 
(Darmawan, 2016; Hidayat, 2015)  
mengemukakan bahwasanya terdapat 
pengaruh yang positif antara struktur 
desentralisasi pada kinerja manajerial. 
Namun berbeda dari riset (Primastiwi & 
Basuki, 2016) mengemukakan 
bahwasanya tidak terdapat pengaruh 
yang positif antara struktur 
desentralisasi pada kinerja manajerial. 

Faktor terakhir yang 
mempengaruhi kinerja manajerial 
adalah akuntabilitas publik. 
(Mardiasmo, 2009) mengemukakan 
bahwasanya akuntabilitas publik yakni 
suatu keharusan pihak yang diberi 
kepercayaan untuk menyampaikan 
pertanggungjawaban, menyediakan 
mengungkapkan, serta mengutarakan 
seluruh kegiatan serta aktivitas-aktivitas 
yang mana sudah menjadi 
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tanggungjawab pihak yang diberi 
kepercayaan yang mempunyai 
wewenang serta kekuasaan untuk 
menjalankan tugasnya. 

Riset terdahulu yang 
dikemukakan (Darmawan, 2016; Melia 
& Sari, 2019) mendapatkan hasil 
bahwasanya akuntabilitas memiliki 
pengaruh positif pada kinerja 
manajerial. Hasil berbeda ditemukan 
dari riset (Heski, Purwanti, & Fidayati, 
2017) yang mengemukakan 
bahwasanya akuntabilitas tidak 
berpengaruh positif pada kinerja 
manajerial. 

Meski riset tentang kinerja 
manajerial sudah banyak diujikan, 
namun riset ini penting dikaji kembali 
dikarenakan mendapati hasil riset yang 
masih tidak konsisten maka dari itu 
memotivasi penulis untuk melakukan 
riset ulang apakah kinerja manajerial 
OPD di Kabupaten Bantul 
mempengaruhi partisipasi dalam 
penyusunan anggaran, kejelasan 
sasaran anggaran, struktur 
desentralisasi serta akuntabilitas publik. 

 
KAJIAN TEORI 

1. Teori Penetapan Tujuan (Goal 
Setting Theory) 

Teori penetapan tujuan yang 
sudah dikaji Edwin Locke tahun 1960 
menemukan bahwasanya untuk 
mendapatkan suatu kinerja yang 
baik dan sasaran yang mampu diraih 
maka diperlukannya tujuan yang 
jelas & rumit. Menurut (Locke & 
Latham, 2006) untuk meningkatkan 
prestasi kerja individu maka tujuan 
harus ditetapkan oleh individu yang 
melakukannya. Organisasi 
memberikan peluang pada para 
anggotanya untuk ikut berpartisipasi 
dalam menentukan tujuan yang 
biasanya kinerjanya makin besar 
dibanding dengan sasaran yang 
tekah ditentukan manajer. Teori 
penetapan tujuan mengartikan 
bahwa hubungan dimana sasaran 
ditentukan dengan prestasi kerja  
(kinerja). 

2. Kinerja Manajerial 
Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 58 tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah terdapat di pasal 1 ayat 35, 
yang memberikan pengertian 
bahwasanya kinerja merupakan 
suatu output yang berasal dari suatu 
kegiatan atau program yang hendak 
maupun sudah terealisasi terkait 
dengan pelaksanaan anggaran 
dengan jumlah serta tingkat  yang 
sudah diukur (Badu et al., 2019). 
Salah satu faktor yang sangat 
berpengaruh yang digunakan untuk 
tolak ukur efektifitas dan efisiensi 
suatu organisasi disebut dengan 
kinerja (Hidayat, 2015). Adapun yang 
disebut dengan merupakan performa 
yang berasal dari seseorang yang 
menjadi partisipan dalam suatu 
kelompok kegiatan-kegiatan ekseutif 
yang terdiri dari perancangan, 
investigasi, mengkoordinasi, 
mengevaluasi, pengendalian, 
pemilihan karyawan, negosiasi, 
delegasi maupun penyampaian. 
Keikut sertaan atasan pada prosedur 
pembentukan suatu anggaran 
menjadi hal penting yang 
berhubungan dengan prestasi kerja 
manajerial (Supriyatno, 2010). 

3. Partisipasi Dalam Penyusunan 
Anggaran 

Suatu pernyataan yang 
terkait dengan suatu pertimbangan 
prestasi kerja yang akan digapai 
pada waktu yang sudah ditentukan 
berdasarkan tingkatan moneter 
disebut anggaran, sementara itu 
penganggaran dapat diartikan 
sebagai suatu sistem maupun cara 
untuk menyiapkan sesuatu yang 
sudah direncanakan. Suatu 
anggaran mempunyai tujuan yang 
selaras dengan tujuan institusi yakni 
seperti persiapan, pengaturan serta 
tujuan monitoring. Oleh sebab itu 
anggaran mampu mengendalikan 
operasi-operasi unit-unit kerja suatu 
organisasi yang sama dengan apa 
yang dianggarkan (Mardiasmo, 
2009). Terdapatnya partisipasi dalam 
penyusunan mampu bertambah. 
Berdasarkan hal ini dapat 
disimpulkan  bahwa apabila para 
pimpinan organisasi dipemerintahan 
bersungguh-sungguh dalam 
menetapkan suatu tujuan maupun 
standarnya serta mempunyai rasa 
tanggugjawab suatu indivudu untuk 
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pencapaiannya karena keikutsertaan 
pembentukan anggaran maka 
anggaran tersebut akan disetujui 
secara partisipatif (Milani, 1975). 

4. Kejelasan Sasaran Anggaran 
Menurut (Kenis, 1979), ciri 

dari sistem penganggaran 
merupakan kejelasan suatu sasaran 
anggaran yang dimana 
memperlihatkan suatu fungsi 
anggaran yang ditentukan dengan 
tetap serta spesifik yang mana suatu 
anggaran yang disusun mampu 
dipahami para individu untuk 
menanggung semua target dalam 
sasaran perhitungan tersebut. 
Adanya perhitungan yang disusun 
secara jelas mampu membantu 
pemerintah untuk meggapai prestasi 
kerja yang ditentukan, dengan 
sasaran anggaran yang sudah yang 
pasti, akan mempermudah 
pemerintah untuk dapat 
mempertanggungjawabkan 
kegagalan ataupun keberhasulan 
kewajiban-kewajiban organisasi 
dalam rangka mencapai tujuanserta 
sasaran yang sudah ditentukan. 

(Laksana & Handayani, 
2014). 

5. Struktur Desentralisasi 
Pelimpahan otoritas 

pemerintahan dari   pemerintah 
pusat ke pemerintahan daerah 
mandiri berlandaskan dasar 
otonomi disebut desentralisasi. 
Dasar otonomi yakni  suatu dasar 
pengaturan yang diterapkan 
pemerintah daerah yang didasari 
oleh hak, otoritas, serta keharusan 
suatu daerah yang akan 
mengkoordinasi serta 
mengendalikan pemerintahan 
tersebut secara mandiri sesuai 
sistm yang diberlakukan di 
Indonesia (UU No.23 Tahun 2014). 
Menurut Maddick (1963) dan 
(Darmawan, 2016; Hidayati, 2015) 
mengemukakan bahwasanya 
yang dimaksud 
dengandesentralisasi yakni suatu 
metode untuk memajukan 
kompetensi aparatur pemerintah 
serta mendapatkan suatu 
informasi yang lebih baik terkait  
kondisi suatu daerah, untuk 
memudahkan dalam membentuk 

program-program suatu daerah 
agar lebih cepat taggap serta 
untuk memprediksikan masalah-
masalah dengan cepat ketika 
masalah-masalah yang mucul 
pada pelaksanaan. 

6. Akuntabilitas Publik 
Definisi akuntabilitas bisa 

diartikan menjadi wujud dari 
sebuah tanggungan yang berpacu 
dengan siapa aparatur negara 
bertanggungjawab serta untuk apa 
aparatur negara menanggungnya. 
Berdasarkan arti umum 
akuntabilitas mampu diartikan 
dengan keharusan yang dipegang 
oleh pihak yang mempunyai 
kepercayaan (agent) dalam 
melakukan keharusan yang 
dilakukan, menyediakan, 
mengutarakan, melaporkan serta 
menyajikan seluruh operasi serta 
aktivitas yang merupakan 
kewajibannya pada seseorang 
yang diberi kepercayaan 
(principal) yang mana mempunyai 
kewajiban serta hak melakukan 
pertanggungjawaban tersebut 
(Mahsun, 2006). 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Partisipatif penyusunan 

sebuah anggaran merupakan suatu 
tingkatan partisipatif serta terdapat 
keikutsertaan seseorang dalam 
penyusunan anggaran (Sumarno, 
2005). Adanya kinerja aparatur yang 
bertambah besar tentunya partisipasi 
dalam penyusunan aggaran 
diharapkan mampu meningkat pula. 
Berdasarkan pada perspektif 
bahwasanya ketika suatu tujuan 
ataupun standar yang disusun secara 
bersama-sama serta disepakati maka 
suatu pimpinan dalam organisasi 
pemerintahan akan serius dalam 
menetapkan suatu tujuan ataupun 
standar yang ditentukan serta 
mempunyai tanggungjawab individu 
untuk meraihnya dikarenakan ikut 
andil pada pembentukannya (Milani, 
1975). Riset (Badu et al., 2019) 
mengemukakan keikutsertaan 
individu pada pembentukan suatu 
anggaran  berpengaruh ke arah yang 
positif pada kinerja manajerial. Riset 
tersebut didukung oleh riset yang 
dilakukan (Badu et al., 2019; 
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Rahmayati & Jamil, 2019) yang 
mendapatkan hasil bahwasanya ada 
pengaruh positif variabel partisipasi 
penyusunan anggaran pada kinerja 
manajerial OPD. 
H1: Partisipasi dalam penyusunan 
anggaran berpengaruh positif 
terhadap kinerja manajerial OPD di 
Kabupaten Bantul 

Adanya kejelasan dalam 
suatu sasaran anggaran akan 
membuat pemerintah dalam meraih 
prestasi kerja yang diinginkan, yang 
mana dengan memahami target 
suatu anggaran yang tepat maka 
tingkatan prestasi kerja mampu 
diraih, dengan diterapkannya target 
suatu anggaran yang tepat mampu 
mendukung pemerintah agar mampu 
menanggung segala kesuksesan 
ataupun kesalahan dalam melakukan 
tugas organisasi dalam bentuk untuk 
menggapai sebuah tujuan serta 
taget-target yang sudah ditentukan 
(Laksana & Handayani, 2014). Riset 
(Efrizar, 2017; Wiprastini et al., 2014) 
menerangkan bahwasanya sasaran 
anggaran yang tepat terdapat 
pengaruh yang positif pada kinerja 
manajerial. Hasil riset tersebut juga 
sejalan riset terdahulu (Efrizar, 2017; 
Wiprastini et al., 2014) yang 
mengemukakan bahwasanya 
sasaran anggaran yang jelas 
berpengaruh ke arah yang positif 
pada kinerja suatu manajerial. 
Berdasarkan pengertian tersebut 
dapat menjelaskan bahwasanya 
terdapatnya target anggaran yang 
tepat maka akan besar pula tingkatan 
prestasi kerja yang diraih suatu OPD.  
H2: Kejelasan sasaran anggaran 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja manajerial OPD di 
Kabupaten Bantul 

Pelimpahan wewenang 
pemerintahan pada   pemerintah 
pusat oleh daerah otonom 
berlandaskan asas otonomi disebut 
desentralisasi. Asas otonomi adalah 
dasar penyelenggaraan pemerintah 
daerah yang dilandaskan atas hak, 
otoritas, kewajiban suatu daerah 
otonom untuk menjalankan serta 
mengatur pemerintahannya secara 
mandiri yang berlandaskan sistem 
yang diterapkan di Indonesia (UU No. 

23 Tahun 2014). Penyerahan otoritas 
mampu memberikan rasa 
tanggungjawab yang lebih tinggi pada 
organisasi tingkat rendah yang mana 
secara tidak langsung dapat 
mempertinggi prestasi kerjanya 
(Rahmayati & Jamil, 2019). 
Berdasarkan riset (Darmawan, 2016) 
didapatkan hasil bahwa 
desentralisasi terdapat pengaruh 
yang positif pada kinerja suatu 
manajerial. Riset tersbut didukung 
oleh riset (Darmawan, 2016; Hidayat, 
2015) yang mengutarakan 
bahwasanya terdapat pengaruh yang 
positif struktur desentralisasi pada 
kinerja manajerial.  
H3: Struktur desentralisasi 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja manajerial OPD di 
Kabupaten Bantul 

(Mardiasmo, 2009) yang 
dimaksud dengan akuntabilitas publik 
yaitu suatu keharusan pihak yang 
memberi kepercayaan akan 
menyampaikan sebuah 
pertanggungjawaban, mengutarakan, 
menyampaikan, serta 
mempresentasikan seluruh kegiatan 
serta aktivitas yang sudah menjadi 
tanggungjawab pada pihak-pihak 
terkait yang pemberi amanah 
mempunyai kewenangan serta 
otoritas untuk menuntut 
pertanggungjawaban. Keuntungan 
adanya akuntabilitas apabila makin 
besar level pertanggungjawaban atas 
seluruh kegiatan-kegiatan yang 
sudah dijalankan makin baik dan 
mampu meningkatkan kinerjanya 
demi mencapai tujuan organisasi 
tersebut (Darmawan, 2016). 
Berdasarkan riset yang dilakukan 
oleh (Darmawan, 2016) didapatkan 
hasil bahwasanya ada pengaruh 
positif akuntabilitas publik pada 
kinerja manajerial suatu OPD. Riset 
lebih lanjut telah dilakukan (Melia & 
Sari, 2019) juga ditemukan hasil yang 
sama bahwasanya ada pengaruh 
yang positif akuntabilitas publik pada 
kinerja manajerial.  
H4: Akuntabilitas Publik 
berpengaruh positif terhadap 
Kinerja Manajerial OPD di 
Kabupaten Bantul 
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METODE RISET 
Populasi dari riset ini berupa 

OPD yang ada di Kabupaten Bantul 
sejumlah 36 OPD. Teknik sampel riset 
menggunakan purposive sampling. 
Adapun kriterianya yakni kepala 
dinas/bidang, sekretaris/setingkat 
sekretaris, serta kasubbag keuangan 
dan aset. Adapun dasar dalam 
penetapan sampel untuk riset ini sebab 
karyawan yang bekerja dijabatan terkait 
ikut serta keterlibatan pada proses 
pembentukan suatu anggaran, 
mengkoordinasi pelaksanaan anggaran, 
mengevaluasi serta melaporkan 
anggaran dan menjabat sebagai 
pimpinan atau manajer setiap kegiatan. 

 
PENGUKURAN VARIABEL 
Variabel Dependen 

Pengukuran variabel kinerja 
manajerial berupa 8 indikator 
diantaranya: perancangan, investigasi, 
koordinasi, pengevaluasian, monitoring, 
penentuan karyawan, negosiasi, 
perwakilan.  
Variabel Independen 

Indikator yang digunakan untuk 
mengukur variabel partisipasi dalam 
penyusunan anggaran berupa 8 
indikator diantaranya: kontribusi terkait 
pembentukan anggaran, keterlibatan 
terkait pembentukan anggaran, 
kepuasan dalam mengutarakan 
argumen, kesediaan untuk memberikan 

argumen, tingginya dampak pada 
penentuan anggaran diakhir kerap sekali 
seorang manajer maupun teman 
seprofesi meminta argumen ketika 
anggaran dibentuk. 

Indikator untuk mengukur 
variabel partisipasi dalam penyusunan 
anggaran berupa 7 indikator yaitu: 
tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, 
sasaran prioritas, tingkat kesulitan, 
koordinasi. 

Indikator untuk mengukur 
variabel struktur desentralisasi berupa 5 
indikator diantaranya: otoritas pada 
penentuan jumlah, otoritas pada 
penentuan program serta kegiatan, 
otoritas pada penentuan keikutsertaan, 
otoritas pada penentuan skala prioritas, 
otoritas pada penambahan dan mutasi 
karyawan. 

Pengukuran variabel 
akuntabilitas publik diukur 
menggunakan 5 indikator diantaranya: 
kebijakan, program, manajerial, hukum, 
keuangan. 

 
TEKNIK ANALISIS DATA 

Pengujian riset ini antara lain 
menggunakan: 1) Statistik Deskriptif; 2) Uji 
Reliabilitas; 3) Uji Validitas; 4) Uji Hipotesis 
serta bantuan program SPSS 22. 
Deskripsi Data 

Kuesioner yang disebarkan pada 
35 OPD pada Kabupaten Bantul dapat 
disajikan dalam tabel 4.1: 

Tabel 4. 1 Rincian Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner 

Rincian Jml Porsentase 

Kuesioner disebarkan 108 100% 

Kuesioner kembali 78 72,2% 

Kuesioner yang diolah 78 72,2% 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas, 
terdapat 108 kuesioner yang 
didistribusikan kepada responden. 
Sejumlah 78 kuesioner (72,2%) yang 
disebarkan kembali dan dapat diolah. 

Responden yang mengisi data 
kuesioner tersebut yakni Kepala 
Dinas/Bidang, Sekretaris/setingkat 
Sekretaris, serta Kasubbag Keuangan 
dan Aset OPD Bantul.  

Tabel 4. 2 Deskripsi Responden 

Karakteristik Frekuensi Porsentase 

 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 38 48.72 % 

Perempuan 40 51.28% 

Total 78 100% 

 

 
Usia 

< 25 tahun 6 7.7 % 

25 - 40 tahun 27 34.6% 

40 – 55 tahun 41 52.5% 

> 55 tahun 4 5.2% 
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Total 78 100% 

 

 
Jabatan 

Kepala Dinas 7 9% 

Sekertaris 

Dinas 

4 5.12% 

Kepala Sub Bagian 

Keuangan dan Aset 

14 17.94% 

Lainnya 53 67.94% 

Total 78 100% 

 

 
Lama 
Bekerja 

1 – 5 tahun 24 30.77% 

6 – 10 tahun 10 12.82% 

11 – 15 tahun 14 17.95% 

16 – 20 tahun 7 8.97% 

≥ 21 tahun 23 29.49% 

Total 78 100% 

 
Pangkat/ 
Golongan 

Golongan IV 18 23.07% 

Golongan III 40 51.29% 

Golongan II 20 25.64% 

Total 78 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2021 
 

Dilihat berdasarkan spesifikasi 
gender, terdapat 38 orang atau dengan 
prosentase 48,72% responden berjenis 
kelamin laki-laki serta terdapat 40 orang 
atau dengan prosentase 51,28% 
responden yang berjenis kelamin 
perempuan. Dilihat dari spesifikasi 
responden berdasar umur terdapat 6 orang 
atau dengan prosentase 7,7% responden 
yang berumur < 25 tahun, 27 orang atau 
dengan prosentase 34,6% responden yang 
berumur 25-40 tahun, 41 orang atau 
dengan prosentase 52,5% responden yang 
berumur 40-55 tahun, dan sejumlah 4 
orang atau dengan prosentase 5,2% 
responden yang berumur diatas 55 tahun. 
Dilihat dari karakteristik responden 
berdasarkan jabatan, terdapat 7 orang atau 
dengan prosentase 9% responden 
menjabat sebagai Kepala Dinas, 4 orang 
atau dengan prosentase 5,12% responden 
menjabat sebagai Sekertaris Dinas, 14 
orang atau dengan prosentase 17,94% 
menjabat sebagai Kasubbag Keuangan 
dan Aset sebanyak 53 orang atau dengan 
prosentase 67,94% responden memiliki 
jabatan lainnya. 

Dilihat dari identitas responden 
berdasarkan lamanya responden bekerja, 
terdapat 24 orang atau dengan prosentase 
30,77% responden bekerja 1 sampai 5 
tahun, 10 orang atau dengan prosentase 
12,82% responden bekerja 6 sampai 10 
tahun, 14 orang atau dengan prosentase 

17,95% responden bekerja 11 sampai 15 
tahun, 7 orang atau dengan prosentase 
8,97% responden bekerja 16 samapi 20 
tahun dan sebanyak 23 orang atau dengan 
prosentase 29,49% responden bekerja 
lebih dari 21 tahun. Dilihat dari identitas 
responden berdasarkan pangkat atau 
golongan, terdapat 18 orang atau dengan 
prosentase 23,07% responden dengan 
golongan 1V, 40 orang atau dengan 
prosentase 51,29%  responden dengan 
golongan III, dan sebanyak 20 responden 
dengan golongan I I. 
1. Statistik Deskriptif 

Maksud dan tujuan statistik 
deskriptif yakni memperlihatkan data 
yang ditunjukkan oleh nilai mean, 
standar deviasi, maksimum serta 
minimum pada setiap variabel riset, 
berdasarkan tabel 4.3 memperlihatkan 
total sampel (N) sebanyak 78 
responden. Variabel dependen yaitu 
kinerja manajerial (Y) menunjukkan skor 
minimal 14 dan skor maksimal 40, nilai 
rata-ratanya 31,99 dengan standar 

deviasi sebesar 4.021. Variabel 

independen pertama yaitu partisipasi 
dalam penyusunan anggaran (X1) 
menunjukkan skor minimal 18 dan skor 
maksimal 30, nilai rata-ratanya 23,53 
dengan standar deviasi sebesar 2,918. 
Variabel independen kedua yaitu 

kejelasan sasaran anggaran (X2) 

menunjukkan skor minimal 21 dan skor 
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maksimal 35, nilai rata-ratanya 29,00 
dengan standar deviasi sebesar 2,923. 
Variabel independen ketiga yaitu 
struktur desentralisasi (X3) 
menunjukkan skor minimal 12 dan skor 
maksimal 30, nilai rata- ratanya 20,29 
dengan standar deviasi sebesar 4.074. 

Variabel independen keempat yaitu 

akuntabilitas publik (X4) menunjukkan 

skor minimal 15 dan skor maksimal 25, 
nilai rata-ratanya 21,21 dengan standar 
deviasi sebesar 2,253. Tabel dibawah 
ini merupakan tabel analisis statistik 
deskriptif. 

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

  
N 

 
Min 

 
Max 

 
Mean 

Std. 

Deviation 

Partisipasi Dalam 
Penyusunan 

Anggaran (X1) 

78 18 30 23,53 2,918 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran (X2) 
78 21 35 29,00 2,923 

Struktur 

Desentralisasi (X3) 
78 12 30 20,29 4,074 

Akuntabilitas Publik 
(X4) 

78 15 25 21,21 2,253 

Kinerja Manajerial 
(Y1) 

78 14 40 31,99 4,021 

Sumber: Data primer diolah, 2021 
  

2. Uji Validitas 
Hasil dari uji validitas dapat 

diketahui bahwasanya semua variabel 
riset yakni kinerja manjerial, partisipasi 
dalam penyusunan anggaran, kejelasan 

sasaran anggaran, struktur 
desentralisasi, serta akuntabilitas publik 
dinyatakan valid, sehingga dapat 
dilaksanakan uji selanjutnya yaitu uji 
realibilitas. 

Tabel 4 Hasil Uji Validitas 

Variabel Instrumen Korelasi Sig (2- 

Tailed) 

Kets 

 
 
 

Kinerja  
Manajerial (Y) 

Y.1 0,793** 0,000 Valid 

Y.2 0,687** 0,000 Valid 

Y.3 0,661** 0,000 Valid 

Y.4 0,841** 0,000 Valid 

Y.5 0,832** 0,000 Valid 

Y.6 0,849** 0,000 Valid 

 Y.7 0,795** 0,000 Valid 

 Y.8 0,797** 0,000 Valid 

 
Partisipasi 

Dalam 
Penyusunan 

Anggaran (X1) 

X1.1 0,632** 0,000 Valid 

X1.2 0,803** 0,000 Valid 

X1.3 0,856** 0,000 Valid 

X1.4 0,917** 0,000 Valid 

X1.5 0,782** 0,000 Valid 

X1.6 0,623** 0,000 Valid 

 
 

Kejelasan 
Sasaran 

Anggaran 

(X2) 

X2.1 0,840** 0,000 Valid 

X2.2 0,872** 0,000 Valid 

X2.3 0,864** 0,000 Valid 

X2.4 0,839** 0,000 Valid 

X2.5 0,829** 0,000 Valid 

X2.6 0,791** 0,000 Valid 
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X2.7 0,633** 0,000 Valid 

 
 

Struktur 
Desentralisasi 

(X3) 

X3.1 0,815** 0,000 Valid 

X3.2 0,817** 0,000 Valid 

X3.3 0,880** 0,000 Valid 

X3.4 0,884** 0,000 Valid 

X3.5 0,836** 0,000 Valid 

X3.6 0,748** 0,000 Valid 

 
Akuntabilitas 

Publik 

(X4) 

X4.1 0,872** 0,000 Valid 

X4.2 0,938** 0,000 Valid 

X4.3 0,937** 0,000 Valid 

X4.4 0,931** 0,000 Valid 

X4.5 0,825** 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021 
 

3. Uji Reliabilitas 
Hasil uji reliabilitas menyatakan 

bahwasanya instrumen tingkat 
reliabilitas variabel partisipasi dalam 
penyusunan anggaran ada diposisi 
range 0,7-0,9, artinya ada di posisi 
reliabilitas tinggi, sedangakan kinerja 
manajerial, kejelasan sasaran 

anggaran, struktur desentralisasi, serta 
akuntabilitas publik berada pada range 
> 0,9 yang artinya ada pada reliabilitas 
sempurna. Dapat ditarik kesimpulan 
bahwasanya semua variabel-variabel 
yang dipakai pada riset ini yaitu 
reliabel. Variabel dapat disebut reabel 
sebab nilai Cronbach's Alpha 
menunjukkan hasil yaitu >0,70. 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Ket 

Kinerja Manajerial (Y) 0,908 Reliabilitas Sempurna 

Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) 0,863 Reliabilitas Tinggi 

Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) 0,909 Reliabilitas Sempurna 

Struktur Desentralisasi (X3) 
0,909 Reliabilitas Sempurna 

Akuntabilitas Publik (X4) 
0,940 Reliabilitas Sempurna 

Sumber: Data primer diolah, 2021 
 

4. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel 𝛽 T Sig Hasil 

(constant) 1.224 0,363 0,713  

Partisipasi Dalam 
Penyusunan Anggaran 

0,400 2,842 0,006 H1: Diterima 

Kejelasan Sasaran 
Anggaran 

0,566 3,799 0,000 H2: Diterima 

Struktur Desentralisasi 0,194 2.176 0,033 H3: Diterima 

Akuntabilitas Publik 0,047 0,158 0,768 H4: Ditolak 

F hitung = 28,745  
Sig. F = 0.000 
Adj. R2 = 0,590  
Signifikansi < 5% 

  Sumber: Data primer diolah, 2021 
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Dari hasil uji regresi linear berganda 
diatas dapat ditulis: 
Y = 1.224+ 0,400X1 +0,566X2+0,194X3 + 

0,047X3+ e 

Keterangan: 
Y : Kinerja Manajerial 
X1    : Partisipasi Dalam 

Penyusunan Anggaran 
X2   : Kejelasan Sasaran Anggaran 
X3   : Struktur Desentralisasi 
X4   : Akuntabilitas Publik 

α     : Konstanta  
β     : Koefisien regresi 

e  :Kesalahan  
b. Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan tabel diatas 
hasil pengujian koefisien determinan 
(R2) yang ditunjukkan nilai R2 yaitu 
0,590 atau 59,0% yang artinya 59,0% 
variabel kinerja manajerial 
mempengaruhi oleh partisipasi 
dalam penyusunan anggaran, 
kejelasan sasaran anggaran, struktur 
desentralisasi serta akuntailitas 
publik, dan sisa pengurannya yaitu 
41,0% dipengaruhi variabel lain diluar 
model peneliti. 

c. Uji F 
Berdasarkan tabel diatas, nilai 

sig F yaitu 0.000 yang mana hasil 
tersebut tidak melebihi 0.05 dapat 
diartikan bahwasanya beserta 
partisipasi dalam penyusunan 
anggaran, kejelasan sasaran 
anggaran, struktur desentralisasi 
serta akuntabilitas publik bersamaan 
(simultan) mempengaruhi kinerja 
manajerial.  

d. Uji t 
a. Nilai t hitung partisipasi dalam 

penyusunan anggaran yaitu 2,842 
dan p value bernilai 0,006 dimana 
nilai signifikansinya tidak melebihi 
0,05 (H1 diterima), artinya 
partisipasi dalam penyusunan 
anggaran mempengaruhi kinerja 
manajerial di OPD Bantul. 

b. Nilai t hitung kejelasan sasaran 
anggaran yaitu 3,799 dan p value 
bernilai 0.000 dimana nilai 
signifikansinya tidak melebihi 0,05 
(H2 diterima), artinya kejelasan 
sasaran mempengaruhi kinerja 
manajerial di OPD Bantul. 

c. Nilai t hitung struktur 
desentralisasi yaitu 2.176 dan p 

value bernilai 0.003 dimana nilai 
signifikansinya tidak melebihi 0,05 
(H3 diterima), artinya struktur 
desentralisasi mempengaruhi 
kinerja manajerial di OPD Bantul. 

d. Nilai t hitung akuntabilitas publik 
yaitu 0,158 dan p value bernilai 
0,768 dimana nilai signifikansinya 
melebihi 0,05 (H4 ditolak), artinya 
akuntabilitas publik tidak 
mempengaruhi kinerja manajerial 
di OPD Bantul. 

PEMBAHASAN HASIL RISET 
1. Pengaruh Partisipasi Dalam 

Penyusunan Anggaran Terhadap 
Kinerja Manajerial di OPD Kabupaten 
Bantul 

Sesuai analisis, dapat dilihat 
variabel partisipasi dalam penyusunan 
anggaran mempengaruhi kinerja 
manajerial di OPD Bantul karena p 
value 0,006>0.05. Goal setting theory 
menyatakan untuk meningkatkan 
kinerja individu maka tujuan harus 
ditetapkan oleh individu yang 
melakukannya dengan cara ikut 
berpartisipasi dalam pencapaian tujuan 
organisasi. Suatu organisasi yang 
memberi sebuah kesempatan pada 
pegawainya untuk ikut serta 
berpartisipasi dalam penentuan tujuan 
cenderung prestasi kerjanya lebih 
bagus dibanding dengan tujuan yang 
ditentukan hanya manajer saja. Artinya 
riset ini sejalan dengan teori tersebut 
yang mengemukakan bahwasanya ada 
pengaruh yang positif variabel 
partisipasi pada kinerja manajerial. 
Riset ini sejalan riset (Badu et al., 2019; 
Rahmayati & Jamil, 2019) yang 
mengemukakan bahwasanya terdapat 
pengaruh yang positif antara partisipasi 
pembentukan suatu anggaran pada 
kinerja manajerial. 

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran 
Anggaran Terhadap Kinerja 
Manajerial di OPD Kabupaten Bantul 

Sesuai analisis, dapat dilihat 
variabel kejelsan sasaran anggaran 
mempengaruhi kinerja manajerial 
karena p value 0,000>0.05. Manajer 
tingkat menegah OPD dalam 
melakukan tugasnya di pemerintah 
sudah mengetahui dengan jelas 
sasaran dan tujuan yang harus dicapai 
dalam meningkatkan kinerja untuk 
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mencapai tujuan. Hal ini menunjukan 
bahwasanya adanya sasaran 
anggarandengan tepat atau spesifik 
membuat pegawai OPD lebih produktif 
dan mendorong pegawai untuk dapat 
memberikan kinerja terbaiknya. Riset 
ini didukung riset (Efrizar, 2017; 
Wiprastini et al., 2014) yang 
mengemukakan bahwasanya  terdapat 
pengaruh positif kejelasan sasaran 
anggaran pada kinerja manajerial.  

3. Pengaruh Struktur Desentralisasi 
Terhadap Kinerja Manajerial di OPD 
Kabupaten Bantul 

Sesuai analisis dapat dilihat 
variabel kejelsan sasaran anggaran 
mempengaruhi kinerja manajerial 
karena p value 0,033>0.05. 
Berdasarkan hal tersebut menunjukan 
bahwasanya organisasi level atas telah 
melaksanakan pelimpahan otoritas dan 
tanggungjawab yang tinggi pada 
organisasi level bawah, penyerahan 
otoritas ini mampu memberikan sebuah 
kewajiban yang harus dilaksanakan 
pada organisasi level bawah maka dari 
itu akan mengoptimalkan suatu 
prestasi kerjanya. Hasil riset ini 
didukung (Darmawan, 2016; Hidayat, 
2015) mengemukakan bahwasanya 
terdapat pengaruh positif variabel 
struktur desentralisasi pada kinerja 
manajerial. 

4. Pengaruh Akuntablitas Publik 
Terhadap Kinerja Manajerial di OPD 
Kabupaten Bantul 

Sesuai analisis, dapat dilihat 
variabel kejelsan sasaran anggaran 
tidak mempengaruhi kinerja manajerial 
karena p value 0,768>0.05. Hal ini 
menunjukan bahwa akuntabilitas publik 
tidak mampu mengoptimalkan kinerja 
manajerial di OPD Bantul. Secara 
praktis yang terjadi dilingkungan 
akuntabilitas publik tidak terdapat 
interaksi langsung dengan suatu 
kinerja manajerial, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa seorang manajer 
tingkat atas meimpahkan 
tanggungjawab pada manajer tingkat 
bawah ataupun staff lainnya supaya 
kinerjanya dapat berjalan dengan baik, 
namun saat kinerjanya tersebut 
berjalan tidak mampu efisien pada 
kinerjanya serta tidak dapat 
melimpahkan tanggungjawa terkait 
pengalokasian anggaran (Heski et al., 

2017). Riset ini didukung  (Heski et al., 
2017) yang mengemukan bahwasanya  
tidak ada pengaruh positif akuntabilitas 
pada kinerja manajerial. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Bersumber atas hasil riset serta 
pembahasan maka didapatkan 
kesimpulan, diantaranya: 
1. Partisipasi dalam penyusunan 

anggaran berpengaruh positif pada 
kinerja manajerial OPD Bantul. 

2. Kejelasan sasaran anggaran 
berpengaruh positif pada kinerja 
manajerial OPD Bantul. 

3. Struktur desentralisasi berpengaruh 
positif pada kinerja manajerial OPD 
Bantul. 

4. Akuntabilitas publik tidak 
berpengaruh positif pada kinerja 
manajerial OPD Bantul. 

B. Keterbatasan 
Riset ini memiliki keterbatasan dalam 
melaksanakan riset yaitu sebagai 
berikut: 
1. Metode yang dipakai pada 

pengumpulan data hanya 
menggunakan kuesioner,  maka 
dar i  i t u  terdapat kemungkinan 
beberapa kendala-kendala yang 
dijumpai, contohnya responden 
yang tidak sesuai dengan yang 
ditargetkan, jawaban responden 
yang tidak memuaskan, dan 
terdapat pertanyaan-pertanyaan 
yang belum dimengerti oleh 
responden yang mana akanl 
memberikan output yang kurang 
memperlihatkan realita yang terjadi 
sebenarnya. 

2. Riset ini hanya menggunakan 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Kabupaten Bantul untuk 
objek riset. Maka dari itu hasil riset 
ini belum mampu digeneralisasi ke 
Kota atau Kabupaten lain di 
Indonesia. 

C. Saran 
Sesuai riset dan pembahasan terdapat 
beberapa saran diantaranya: 

1. Pemerintah Bantul diharapkan 
melakukan evaluasi untuk pejabat 
yang tidak sesuai dengan 
kemampuannya dengan jabatan 
yang dipegangnya saat ini (Melia & 
Sari, 2019). 



 

12 

 

2. Untuk riset selanjutnya peneliti 
berharap untuk memperoleh data 
dengan sumber yang berbeda 
contohnya mewawancarai 
responden-responden, sehingga 
mampu mengilustrasikan kondisi 
yang nyata serta menghindari 
pengisian kuesioner yang kurang 
sesuai (Melia & Sari, 2019). 

3. Peneliti selanjutnya yang berkenan 
untuk meneliti riset yang sejenis, 
peneliti memberikan saran 
menambah variabel-variabel yang 
berbeda, contohnya SPI, komitmen 
organisasi serta kepuasan kerja 
serta memperluas objek riset (Melia 
& Sari, 2019). 
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